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ABSTRAK

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik/ciri yang khas. 

Karakteristik itu antara lain, meliputi: Pertama, barang yang menjadi objek tindak 

pidana adalah informasi kedua, pelaku tidak mengandalkan fisik, akan tetapi 

mengandalkan kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkan secara 

maksimal Pensgakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang pasar modal 

didalam System peradilan pidana khususnya dalam kerangka pemidanaan di 

Indonesia banyak mengalami kendala karena pelaku tindak pidana yang terbagi 

atas kejahatan dan pelanggaran ini diproses menggunakan sanksi administrative. 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, 

bagaimanakah efektifitas Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

dalam menanggulangi tindak pidana insider trading. Kedua, bagaimana sistem 

penegakan hukum terhadap tindak pidana insider trading di Indonesia. Dalam 

kerangka penegakan hukum Pengaturan insider trading terdapat di dalam Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 95 sampai 98. 

sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV tentang ketentuan pidana (Pasal 

103-Pasal 110).Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang ini dimaksudkan 

untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran (tindak pidana) dibidang pasar 

modal.

Kata Kunci : Insider Trading, BAPEPAM, Penegakan Hukum (Law Enforcement)



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus- 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil 

dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan 

negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana 

penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan 

mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.2

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan 

ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal Pasar Modal bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran 

strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha 

menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar

menerus

i1945.

Penjelasan Umum paragraf pertama Undang Undang Nomor 11 c.
o

. -0 p V i
° °eapus^

Pasar Modal.
2 Ibid, paragraf kedua.

1



2

Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil 

dan menengah.3

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. 

Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat 

maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, Hukum 

Ekonomi Keuangan merupakan salah satu bagian dari Hukum ekonomi yang salah 

satu aspeknya mengatur kegiatan di bidang Pasar modal. Marzuki Usman menyatakan 

pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya 

yaitu bank dan lembaga pembiayaan.4

Pasar Modal merupakan tempat dimana dunia perbankan dan asuransi 

meminjamkan dananya yang menganggur.5 Dengan kata lain, Pasar Modal 

merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau 

investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten).

Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, 

sebab kebutuhan keuangan (financial need) pelaku kegiatan ekonomi, baik 

perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui 

pasar modal.

3 Ibid, paragraf keempat.
4 Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2001, Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi, Rineka 

Cipta, Jakarta, Hlm. 5.
5 Ibid., Hlm. 11
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Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional 

sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi 

masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor 

publik, pelaku dan penunjang pasar modal, serta untuk menguatkan kepercayaan 

investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia, maka lahirlah Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang Undang ini dapat 

dikatakan sebagai Undang Undang yang cukup komprehensif, karena mengacu 

kepada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. 6

Undang Undang Pasar Modal tersebut merupakan 1 and asan yang sangat 

kokoh bagi industri pasar modal, dan secara tegas memberikan kewenangan penuh 

kepada BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk menjalankan fungsi 

pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal, baik secara 

preventif maupun represif.

Dalam UUPM, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi 

dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang "Ketentuan Pidana" (Pasal

103- Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan

untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang

berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.

6 http://www.kejaksaan.go.id/kabar_msan_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=l 

Diakses pada tanggal 04-April 2010.

http://www.kejaksaan.go.id/kabar_msan_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=l
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Walaupun UUPM telah dilengkapi dengan aturan pidana dengan ancaman 

sanksi pidana yang berat, namun kenyataannya masih saja ada pelaku-pelaku 

ekonomi yang nakal melakukan tindak pidana. Tindak pidana di bidang pasar modal 

mempunyai karakteristik yang khas yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi 

obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut 

bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan 

mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi 

pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang

membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan

dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Contoh pelanggaran dan

kejahatan di bidang pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan efek dan 

perdagangan orang dalam (insider trading).

Insider trading adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas 

(contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam 

beberapa yurisdiksi, insider trading bisa dilakukan dan sah menurut hukum, 

istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial 

untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan 

informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan 

yang belum dipublikasikan.7

namun

7://id.wikipedia.org/wikiAnsider_trading, diakses tanggal 29 April 2010.
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Untuk itulah dari uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah Insider Trading kedalam tulisan berupa skripsi yang berjudul : 

"Penanggulangan Tindak Pidana Insider Trading dalam Pasar Modal” .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal dalam menanggulangi tindak pidana Insider Trading ?

2. Bagaimana sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana Insider

Training di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektifitas Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal dalam menanggulangi tindak pidana Insider Training.

2. Mengetahui sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana Insider 

Training di Indonesia.
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2. Manfaat

1) . Secara teoritis.

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan informasi pada mata kuliah tindak pidana ekonomi khususnya dan 

hukum pidana pada umumnya.

2) . Secara praktis

Hasil Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan 

mahasiswa ilmu hukum, khususnya jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan 

Pidana dan ilmu sosial lainnya dan juga memperkaya khasanah Hukum Pidana

D. Ruang Lingkup

Berkaitan dengan eksistensi tindak pidana Insider Trading yang menjadi inti 

dari pokok permasalahan dalam peneltian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian pada eksistensi tindak pidana Insider Trading dalam hukum positif 

Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal.
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E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode menyangkut cara keija untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu

8yang bersangkutan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini

dilakukan dengan menggabungkan antara penggumpulan data tertulis, sebagai

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

suatu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-

peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang 

mengungkap ketentuan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana Insider 

Trading.

8 Koetjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 16.
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3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dan data 

Sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library

research).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi.9

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam

penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,

peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaran kegiatan di

bidang pasar modal, peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang tata cara

pemeriksaan di bidang pasar modal, serta peraturan-peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan pasar modal.10

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis 

disini meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya 

ilmiah, Koran atau artikel dan media internet yang ada kaitannya dengan 

penulisan ini.11

Jakarta- ^aG°rafac^P° ^ ^OO^lm 'l *enelUiCm Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Simgkat),
10 Jbid, hlm.13.
11 Jbid, hlm.13.
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c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), artikel tentang insider trading, media cetak dan elektronik serta 

referensi-referensi lainnya.12

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi

Pustaka. Studi pustaka adalah satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui

bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literatur, berupa data

sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Analisis Data dan Bahan Hukum

a) Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan 

data secara kualitatif karena penelitian ini tidak hanya mengungkap dan 

menggambarkan data sebagaimana adanya tetapi mengkaji lebih mendalam 

mengenai ketentuan tindak pidana Insider Trading Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

b) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, 

hukum positif dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian

12 Ibid hlm.13.
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dengan mencari rumusan-rumusan hukum, pengertian-pengertian, menelaah

sejarah, serta melihat perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan didalam penelitian.
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